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BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 113 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 114 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT

Menimbang

Mengingat

KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PONOROGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PONOROGO,

bahwa dalam rangka upaya peningkatan ketersediaan dan
akses pelayanan Kesehatan di Kecamatan Ngrayun,
Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Dinas Kesehatan
berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
dengan cara mendirikan puskesmas rawat inap baru di Desa
Selur Kecamatan Ngrayun;

bahwa Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 114 Tahun 2020
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Ponorogo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 408 Tahun 2023 perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Ponorogo Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI.
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
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Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6887);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas
Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 229 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5942);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024
Nomor 6);

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo (Berita
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 64)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo
Nomor 113 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Ponorogo Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 113);

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 114 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan

Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo
(Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 114)



Menetapkan :

=

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo
Nomor 408 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 408);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 114 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN  MASYARAKAT PADA  DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PONOROGO.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 114 Tahun
2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor
114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Ponorogo Nomor 408 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2023 Nomor 408), diubah kembali sehingga
berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambah 1 huruf yakni huruf gg,
sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Puskesmas pada
Dinas, yang terdiri dari :

Puskesmas Ponorogo Utara;
Puskesmas Ponorogo Selatan;
Puskesmas Babadan;
Puskesmas Sukosari;
Puskesmas Ngrayun;
Puskesmas Slahung;
Puskesmas Nailan;
Puskesmas Bungkal;
Puskesmas Sambit;
Puskesmas Wringinanom;
Puskesmas Sawoo;
Puskesmas Bondrang;

. Puskesmas Sooko;
Puskesmas Pulung;
Puskesmas Kesugihan;
Puskesmas Mlarak;
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Puskesmas Siman;
Puskesmas Ronowijayan;
Puskesmas Jetis;
Puskesmas Balong;
dihapus;

Puskesmas Ngrandu;

. Puskesmas Badegan;
Puskesmas Sampung;
Puskesmas Kunthi;
Puskesmas Sukorejo;

. Puskesmas Jenangan;

. Puskesmas Setono;

. Puskesmas Ngebel,;

. Puskesmas Jambon;

. Puskesmas Pudak;
Puskesmas Kauman Baru; dan
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gg. Puskesmas Selur.

(2) Masing-masing Puskesmas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai wilayah kerja sesuai dengan
kedudukannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 03 Desember 2024

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 03-12-2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.
AGUS PRAMONO



BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 113.
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